SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara
Pembagian Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Untuk Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2023.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara
Pembagian Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah untuk Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2023.

Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
6573);



Menetapkan

10.

11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor
01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 01);

Peraturan Daerah  Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

.Peraturan  Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2022 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 2

Hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan untuk Desa.

Pasal 3

Pengalokasian Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10%
(Sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 4

Pengalokasian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 untuk setiap Desa dihitung berdasarkan perhitungan 60 %
(Enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa, dan 40 %
(Empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi
penerimaan hasil pajak dan restribusi dari Desa masing-masing.

BAB III
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

Pengajuan pencairan Pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan

prosedur sebagai berikut :

1. Pengajuan pencairan pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
dilakukan 1 (satu) tahap.

2. Pencairan pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana
pada ayat (1) bersamaan dengan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap pertama.



BAB IV
PENETAPAN RINCIAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6
Rincian pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 untuk tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggl, 12 Januari 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN,
ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd
Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002






